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BUPATI BERAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953
No 9) Sebagar Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
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Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemernntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Undang-Undang 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 5
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagar Wakil
Pemerintah di1 Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adminmitrasi Pimpman dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),
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15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),

16 Peraturan Menter:1 Dalam Neger1 Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menter1 Dalam Negan
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 16 Tahun 2011
tentang Tata Cara Evaluasi1 Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),

17 Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754),

18 Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067),

19 Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

20 Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in1 yang dimaksud dengan

1
2

Daerah adalah Kabupaten Berau

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau

Bupati adalah Bupati1 Berau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujur bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci
sampal sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran
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Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2 050 800 000 000 (dua triliun
lma puluh mihar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar
Rpl 345 128 000 000 (satu trilun tiga ratus empat puluh lima mihar seratus
dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp3 395 928 000 000 (tiga
trillun tiga ratus sembilan puluh hma mihar sembilan ratus dua puluh

delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdir1 atas

a  Pendapatan Daerah

1

Pendapatan daerah

Sebelum Rp2 050 800 000 000
Bertambah Rp80S 197 021 850
Jumlah setelah perubahan Rp2 855997 021 850
2 Belanja daerah
Sebelum Rp2 050 800 000 000
Bertambah Rpl 345 128 000 000
Jumlah Setelah perubahan Rp3 395 928 000 000
3 Pembiayaan daerah
a Penerimaan pembiayaan
Sebelum RpO
Bertambah Rp539 930 978 150
Jumlah Setelah perubahan Rp539 930 978 150
b Pengeluaran pembiayaan
Sebelum RpO
Bertambah /(berkurang) Rp0O
Jumlah Setelah perubahan RpO
Jumlah pembiyaan netto Rp539 930 978 150

Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan Rp0O

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana di maksud dalam pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn
Peraturan Bupati in1 terdir1 dan

1 Lampiran I

2 Lampiran II

3 Lampiran III

4 Lampiran IV

5 Lampiran V

6 Lampiran VI

Ringkasan  Penjabaran  Perubahan APBD Yang
Diklasifikas1 Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
Penjabaran = Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,

Rincian Dana Otonom: Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
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Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belamja dan

Pembiayaan,
7 Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

8 Lampiran VIII Sinkronisasi Kebyakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara

Pasal 4
Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada Tanggal, 10 Oktober 2022

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada Tanggal, 10 Oktober 2022




